
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

ten tang 
Republik 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

a. bahwa dalam rangka rneningkatkan efisiensi, efektifitas, 
transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan serta menjamin konsistensi pelayanan 
kepada masyarakat. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli 
Serdang tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur 

BUPATIDELISERDANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

TENT ANG 

PERATURANBUPATIDELISERDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

BUPATIDELISERDANG 
PROVINS! SUMATERA UTARA 

SALIN AN 



PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 

2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2021 Nomor 9); 
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Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonomi 

4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten 

Deli Serdang. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat 

Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan perundang­ 

undangan. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 

disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis 

yang dibakukan mengenai berbagai proses 

penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa 

dilakukan. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Sasaran penetapan pedoman penyusunan SOP adalah 
sebagai berikut: 
a. agar setiap Perangkat Daerah memiliki SOP; 
b. optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan; 
c. peningkatan tertib administrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; dan 
d. peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Sa saran 

Lingkungan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, 

menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, 

memonitoring dan mengevaluasi SOP dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

SOP mi bertujuan untuk 

bagi Perangkat Daerah di 

Pedoman penyusunan 

memberikan panduan 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

BAB II 

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT 

9. Format Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya 

disebut Format SOP adalah bentuk penuangan SOP 

berupa tulisan dan diagram alur. 

10. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang 

sitematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk 

memperoleh hasil kerja tertentu. 

11. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur 

proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang 

menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk 

bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi. 

12. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP 

dalam pekerjaannya. 
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a. kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur yang 

distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan 

oleh semua pegawai; 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 

Prinsip Penyusunan SOP 

BAB III 
PRINS IP 

a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai 

dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi 

pekerjaan yang menjadi tugasnya; 

b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang 

mungkin dilakukan seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas; 

c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual 

pegawai dan organisasi secara keseluruhan; 

d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat 

dari aspek mutu, waktu dan prosedur; 

e. membantu penelusuran kesalahan prosedur dalam 

memberikan pelayanan serta menghindari tumpang 

tindih pelaksanaan tugasnya; 

f. memberikan informasi mengenai kualifikasi 

kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya; dan 

g. sebagai instrumen yang dapat melindungi pegawai dari 

kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan 

melakukan penyimpangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Manfaat 
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a. konsisten, yaitu dilaksanakan dengan konsisten dari 

waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi yang 

relatif sama, oleh seluruh jajaran organisasi 

pemerintahan; 

b. komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen 

penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan 

yang rendah sampai dengan yang tinggi; 

c. perbaikan berkelanjutan, yaitu pelaksanaan harus 

terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh 

prosedur yang benar-benar efisien dan efektif; 

Pasal 6 

Bagian Ked ua 

Prinsip Pelaksanaan SOP 

dari pegawai instrumen untuk melindungi 

kemungkinan tuntutan hukum. 

b. efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur yang 

distandarkan harus merupakan prosedur yang paling 

efisien dan ef ektif dalam proses pelaksanaan tu gas; 

c. keselarasan, yaitu prosedur yang distandarkan 

mengandung standar kualitas/mutu baku tertentu 

yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya; 

d. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus 

dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang; 

e. berorientasi pada pengguna, yaitu prosedur yang 

distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan 

pengguna, sehingga dapat memberikan kepuasan 

kepada pengguna; 

f. kepatuhan hukum, yaitu prosedur yang distandarkan 

harus memenuhi ketentuan peraturan perundang­ 

undangan; dan 

g. kepastian hukum, yaitu prosedur yang distandarkan 

harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk 

hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi 
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(1) SOP Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf 
a, adalah prosedur yang sangat rinci dari kegiatan yang 
dilakukan oleh satu orang pelaksana dengan satu peran 
atau jabatan. 

(2) SOP Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 
huruf b, adalah prosedur standar yang bersifat umum 
dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih 
dari satu orang pelaksana dengan lebih dari satu peran 
atau jabatan. 

Pasal 8 

Jenis SOP terdiri dari: 
a. SOP Teknis; dan 
b. SOP Administratif. 

Pasal 7 

BAB IV 

JENIS SOP 

d. mengikat, yaitu harus mengikat pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur 
standar yang telah ditetapkan; 

e. seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh 
pegawai mempunyai peran tertentu dalam setiap 
prosedur yang ditetapkan; dan 

f. terdokumentasi, yaitu seluruh prosedur yang telah 
distandarkan harus didokumentasikan dengan baik. 
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( 1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring 

dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan SOP di unit 

kerjanya masing-masing. 

Pasal 10 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

(1) SOP disusun secara umum dan tindak rmci, dari 

kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana, 

dengan lebih dari satu peran atau jabatan. 

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun 

dalam format diagram alir bercabang (flowcharls) 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. unsur pelaksana terpisah dari kolom kegiatan; dan 

b. prosedur kegiatan digambarkan dalam bentuk simbol 

dan dihubungkan secara bercabang. 

(3) Perangkat Daerah wajib menyusun SOP dari unit kerja 

level tertinggi hingga level terendah. 

(4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

dengan berpedoman pada : 

a. tugas dan fungsi; dan 

b. uraian jabatan. 

(5) Ketentuan mengenai format SOP sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Penyusunan 

SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Perangkat Daerah. 

Pasal9 

Bagian Kesatu 
Tata Cara 

BABV 

PENYUSUNAN SOP 
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MHD MUSLIH SIREGAR. SH 
NIP. 19840820 201001 1 017 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 Nomor : 1 

CITRA EFFENDI CAPAH 

ttd 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Lu buk Pakam 
pada tanggal 2 Januari 2025 

WIRIYA ALRAHMAN 

ttd 

Ditetapkan di Lu buk Pakam 
pada tanggal 2 Januari 2025 
Pj. BUPATI DELI SERDANG 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli 
Serdang. 

Pasal 11 

(2) Monitoring dan evaluasi internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara berkala paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 
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Alamat Instansi 

Tahun Pembuatan 

Judul Dokumen SOP 

Lambang Daerah 

Jalan Kode Pos . 
Telepon. (061) , Faksimile (061) . 

Pos-el : @deliserdangkab.go.id Laman : @deliserdangkab.go.id 

DINAS/BADAN/KECAMATAN . 

TAHUN ..... 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ------ 
DINAS/BADAN /KECAMATAN . 

A. Halaman Judul 

FORMAT DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

1 Tahun 2025 
2 Januari 2025 

Peraturan Bupati Deli Serdang tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur 
Nomor 
Tanggal 

Lampiran 



Diisi dengan penjelasan mengenai berbagai hal yang perlu 
didata dan dicatat oleh pegawai yang berperan dalam 

elaksanaan rosedur an telah distandarkan 

Pencatatan dan 
Pendataan 

Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan penjelasan mengenai daftar peralatan dan 
perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung 
den an rosedur an distandarkan 

Diisi dengan penjelasan mengenai kompetensi pelaksana yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur 
an distandarkan 

Kualifikasi Pelaksana 

Diisi dengan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi 
ketika rosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 

Peringatan 

Keterkaitan Diisi dengan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang 
distandarkan den an rosedur lain an distandarkan 

Diisi dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari 
rosedur an distandarkan beserta aturan elaksanaann a 

Dasar Hukum 

NamaSOP 
Disahkan Oleh 

al Pembuatan 
NomorSOP 
Nama Peran t Daerah 

Keterangan : 

1 . 
2 . 
3. ··········· 
dst 

1 . 
2. ··········· 
3 . 
dst 

Pencatatan dan Pendataan Perin atan 
dst 

1 . 
2 . 
3. ··········· 

1. . . 
2 . 
3 . 
dst 

Peralatan Peden ka an Keterkaitan 

1 . 
2 . 
3 . 
dst 

1 . 
2 . 
3 . 
dst 

Kualifikasi Pelaksana DasarHukum 
NamaSOP 

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG 
DINAS/BADAN/KECAMATAN . 

Disahkan Oleh 

al Pembuatan 

NIP . 

Nomor SOP 

8. Identitas mengenai prosedur yang akan distandarkan 
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No. Simbol Keterangan 
1. Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir ( l 

Kapsul 
2. Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi 

I I 
Kotak 

3. 0 Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan 
keputusan 

Belah Ketupat 
4. 

ll. 
Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses 

.. kegiatan) 

Anak Panah 
5. 0 Untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang 

berbeda halaman 

Se2ilima 

D. Simbol Diagram Alur 

No. Diisi dengan nomor urut dari uraian keziatan 
Uraian Kegiatan Diisi dengan proses sejak dari mulai sampai dihasilkan sebuah output 

untuk setiap prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan 
masing-masing unit organisasi yang bersangkutan 

Pelaksana Diisi dengan pelaksana kegiatan yang bersangkutan, mulai dari pejabat 
yang pertama kali melaksanakan sampai pejabat yang terakhir 
melaksanakan jabatan (Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, 
Jabatan Administrasi dan Jabatan Pi.mpinan Tinzzi Pratamal 

Mutu Baku Diisi dengan kelengkapan yang diperlukan, waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan kegiatan dan output pada setiap aktivitas yang 
dilakukan 

Kelengkapan Diisi dengan persyaratan yang harus dilakukan /yang tersedia untuk 
melaksanakan setiap uraian keziatan 

Waktu Diisi dengan lamanya waktu yang paling maksimal dalam 
melaksanakan setiap tahap uraian keziatan 

Output Diisi dengan hasil yang dicapai dalam setiap tahapan uraian keziatan 
Keterangan Diisi dengan hal-hal yang perlu diinformasikan atau dapat diisi apabila 

ada keterkaitan dengan SOP lain baik internal maupun eksternal 
perangkat daerah 

Keterangan : 

agian owe rt 

Uraian Pelaksana Kegiatan Mutu Baku 
No. Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Ket Kegiatan 1 2 3 4 Kelengkapan Waktu Output 

1. 
2. 
3. 
dst 

ha Fl C B 
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Jika pedom an tata naskcti dinas, pakaian dinas, jam kerie, metode kerja, prosedur kerie dan pol a ! _9.!.~!~.P..~.i::i ~.2!!! ~.~ ~.~ ~ !!..~!:!.1 ~!:! ~~ ~g.P.Y. _ .. __ . 
hubungan kerja tidak disusun, maka proses pen'y\Jsunan akan terhambat dan tidak dapa: berjalan ··---·······- -- -- - - - .. 
sesuai ketentuan 

PERINGAT#I : PENCATATAN DAN PENOATAAN : 

............ -··--·· ·····-··- -··-··- ····-····-- ···-······-· 1..... Agenda .. kerja ·-- -··-········ _ .. 

............ ·-····-···· .. ·····················--····· .. ······ .. ···············-······- _ _ .. _ - 2 _ .. Lembar __ Disposisi - _ .. _ .. 
3 Komputer ............ --···--··· .......•....... ·········- _,, - .. ··············· -··-··-·· - ·············- ···········- ····--· ,- _ -···-········ _ , - __ ,,_, . 
4 ATK ............ -·-···--" , __ _,,, ,_ - _ ,,_ __, . _ - __ - -'"''''"'"" - ·-··--, .. 
5 Printer 

PERALATAN/PERLENGICAPAN: ICETERICAIT#I : 

..... 4 Mampu_mengoperasikan __ komputer _ .. 
5 Memiliki slkep teliti dan bertanggung jawab 

3 

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Sert.a Tata Kerja Sekretariat Dae.rah Kcbupaten Deli Serdang 4 

3 Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kearsipan 

Per atur an M enteri P fJN & RB N om or 35 T ahun 2012 ten tang Ped om an Penyusunan SOP 
Administrasi Pemerintahan 

Memahami tentang proses Penyusunan pedoman tat.a naskah dinas, pekeien dinas, jam 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Din as 2 
............ ··-····-··· ··-····- -······- ··-····- ···-······ .. ·· ············-··············· ····- kerja,. met ode kerja,. prosedtx. kerja. dan_ po la hubungan. kerj a -··-·-····· . 

Memahami regulasi dan pedoman terkait Penyusunan pedoman tata naskah dinas, pakaian 
dinas, jam kerja, m etode kerja, prosedur kene dan pola hubungan kerja 

Memahaml tentang tugas dan fungsi Pen'y\Jsunan pedom an tata naskcti dinas, pekelen 
dinas, jam kerja, m etode kerja, prosedur kerja dan pola hubungan kerja 1 

Menyusun pedoman tat.a naskah dinas, pakaian dinas, 
jam kene, metode kerja, prosedur kerja dan pola 
hubun an ker a 

DarwinZein, S.Sos 

Pembina Utama Mactya (IV/d) 
NIP.196211101984091004 

Sekreta-is Daerah 
Kcbupaten Deli Serdang 

Ok.tober 2021 

Ok.tober 2021 

ICUALIFIICASI PELAK SAN A : 

Ntfv1A SOP 

DISAHKAN OLEH 
TGI... EFEKTIF 
T . REVIS! 

G. B. 02/5 OP /Setda/DS /2021 
TGI... PEMBUATAN 
NOMOR SOP 

OASAR HUICUM : 

SUB BAG IAN PELAVANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA 

BAG IAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT D.AfR.AH 

K.ABUPAlEN Da.I SERDANG 
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I 

ll) 
I 

"' j : ~ I= ii~-+----~---~---~---~~ 



Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIA HU UM 

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang 
Tahun 2025 Nomor: 1 

CITRA EFFENDI CAPAH 

ttd 

Diundangkan di Lubuk Pakam 
Pada tanggal 2 Januari 2025 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

WIRIY A ALRAHMAN 

ttd 

Pj. BUPATI DELI SERDANG 

~cJl~tata 
rmi (NS, ptui m, 

}3lll kef)3, rretooe kfl')'l, 
rrosedr kef)3 d.Ji roo 
~kef)3tf1~3l 
d.Ji~~~ 

~cJl~tata 
rmi am, ptui rm, 

)3m kef)3, rretooe kfl')'l, 
p-oseir kef)3 d.Ji p:e 

~ kef)3 ~ lltJ 
~ 

~cJl~tata 
m (NS, PcfMl rm, 

}3lll kef)3, rretooe kef)3, 
p-osedr !ff)3 d.Ji roo 
~kef)3~ 

dtfflSa1 

~cJl~tata 
a rm, PcfMl (NS, 

)3m kff]a, rretooe kef)3, 
p-osau kff}3 ilJJ roo 
h.brgJi 1(1]a tfial 

~ 

Paul)fll~~ 
• tata a rm, 
p,Ml rm, J.fll ref)3, 

rretooe )ffP p-cre:lr k 
ilJJ J)l3 hbig:TI kff]a 

tsill~ 

~cJl peo:mJl tata 
m rm, pa-Ml rm, 

}111 lef)3, rretooe kef)3, 
11osau kef)3 dcJ1 roo 
hlm.Ja, kef)3 taJl 

~ 
. -··-·-----------··----···--·-- --·-··---· -······---~-- ·-·· ·····-·-··· -· .. ·--·. ,. _ 

~a,~tata 
• am, pa:aa, rm, 

}111 ief)3, rretooe kef)3, 
11osau kff}3 d.Ji roo 

tthrgJ1 JS}! ~ lltJ 
~ 

~a,~tata 
• am, pa:aa, rm, 

)3m f ef)3, rretooe kef)3, 
rtosedI ~e')il dcJ1 roo 
hlugJlkef)3~ 

~ 

·-··- ·-···-··--""""-···-·· ---- 

R.rorg1l ~ill peo:mJl 
tata liNiJl (NS, PcfMl 
aa., ,im kef)3, rre~ ! I'm 

1ef)3, l)'osedi ke')il d.Ji roo 
~ kef)3 !Ml ttebJ 

W9ifl ~a, ped:mTI 
tata l'INiJl (NS, - 
(NS, ,imkef)3, rre~ ! I'm 

e'Jil, jl'osedi kef)3 d.Ji p:e 
hlm.Ja, ker,i tfl.Jl 

~sa 

- 6 - 

Staff~ ~ill~ tlta n.aial aa., pct.aal rm, ,im 
11 •ef)3, rre~ I ff,;, rtooedl kf1l3 d.Ji roo ~ kef)3 dcJ1 rreirtut ~ 

~ 

rren,'ff <Jl'..Jl kwcJJ ~ tata rmi trai, pclMl (J'laS, )3m 

10 'e'Jil, rre~ f ff,3, rtooedl kef)3 dcJ1 p:la-ke'Jil k~ St.if tIU d 
~ d.Ji rreirertml Stal tna: ~ dilll'81 

UJ ~ ~cJl ~ Ilia mm, lliJMl aa., jm kf1l3, 
9 rretooe kef)3, rrooedl !ff,; dcJ1 roo - kff}3 dn fl'fflfff#mta kep.3'.la 

.utid~dai~ill 

~~IM8lm.~dai~~cJl~tata 
6 ii m, piJMl aa., ,im ke')il, rretooe kef)3, rtoseir kff}3 dcJ1 roo 

kff}3 dcJ1 rtr:flte'mn(a kepm ~ lltJ ~ 

·------- -- --·- 

f m;i ~ k~~ rm-qa, kwcJJ stn:!Jt ~/a'\Jl. la~ crai 
, ·~l~SeJ.r~1.m.U.1·dugnJa!arn~hl 

~fulttl!Ml~f~i.m.J ~ 


